BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 124 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENCGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1,

BUPATI TASTKMALAYA,

bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan keuangan Daerah Badan Pengawasan
Reuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah,
dalam rangka pengendalian intern vang konsisten dan
berkelanjutan, perlu  dibuat kebijakan pengaturan
penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tehun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari




10.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas

Penvelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah




Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Terintegrasi pada  Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 419);

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalava Nomor |
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana
telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya ini, yvang dimaksud dengan:

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1.
2.
3.

Tahun 1945.
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11,
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17.

18.

19.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daecrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah,

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan Pemerintah Daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja vang
bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat
daerah,

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,
dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-
faktor vang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirmya masa jabatan Kepala
Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan
dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh
pegawal di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan
risiko di setiap Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;

b. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan
efisien; dan

c. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

BAB 1II
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah meliputi:

a. pengelolaan risiko atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah;

b. pengelolaan risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah; dan

¢. pengelolaan risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengendalikan nsiko-risiko
prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintahan Daerah yang
tertuang dalam dokumen RPJMD.

Pengelolaan risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan mengendalikan risiko-risiko
prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang
dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertujuan mengendalikan risiko-risiko
prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat
Daerah yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tahunan Perangkat
Daerah.

Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan

c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

L
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BAB IV
PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR RISIKO

Pasal 4

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah

Daerah.

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan
organisasi di setiap satuan kerja;

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

¢. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

BAB V
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

b, Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah;

¢. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;

d. Asisten Sekretaris Daaerah sebagai unit kepatuhan; dan

e. Inspektur Daerah sebagal penanggung jawab pengawasan.

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di

lingkup kerjanya.,

Asgisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit

pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah,

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang

memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.




Bagian Kedua
Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko, Bupati membentuk Komite

Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
dan

¢. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

(3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(4] Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,

Bagian Ketiga
Unit Pemilik Risiko

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko terdiri atas:
a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR Tingkat Eselon lI; dan

c. UPR Tingkat Eselon Il dan Eselon 1V,

Pasal 8

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf a mempunyai tugas:
a. menvusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Daerah,
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi
dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko,
(2) UPR Tingkat Eselon [l sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b
mempunyai tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon Il pada
Perangkat Daerah masing-masing;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon I pada
Perangkat Daerah masing-masing;
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¢. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Perangkat Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi
dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR Tingkat Eselon Ill dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

huruf ¢ mempunyai tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi
dan analisis risiko; dan

¢. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. keglatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diterapkan
dalam siklus berkelanjutan yang mempunyai periode penerapan selama
1 {satu) tahun.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi
bagian vang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu
dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 10

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budayva
risiko dan pengelolaan risiko.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap
subunsur lingkungan pengendalian intern.
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Bagian Ketiga
Penilaian Risiko
Paragraf |
Umum

Pasal 11

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b
dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko vang
diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;

b. identifikasi risiko; dan

c. analisis risiko.

Paragraf 2
Penetapan Konteks/Tujuan

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2

huruf a dilakukan untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran/program/

kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai.

Konteks/tujuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan

c. tujuan operasional Perangkat Daerah.

Pemilihan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan

pertimbangan bahwa tujuan tersebut:

a. merupakan tujuan vang paling utama;

b. masih memiliki banvak permasalahan dalam pencapaiannya;

¢. penting dan mendesak untuk segera ditangani; atau

d. pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian
target program prioritas vang tercantum dalam RPJMD.

Paragraf 2
Identifikasi risiko

Pasal 13

Pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b meliputi kegiatan:

a.

bl

mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan,
pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.
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Paragraf 3
Analisis risiko

Pasal 14

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c
merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan
mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. memvalidasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan

d. menyusun RTP.

Pasal 15

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengacu pada kriteria
penilaian risiko sebagai berikut:

a. skala dampak risiko;

b. skala probabilitas risiko; dan

c. skala nilai risiko.

Skala dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.
Skala probabilitas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan
terjadinya risiko.

Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ merupakan
hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko

Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yvang dapat diterima (acceptable risk)
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan penilaian risiko berdasarkan tujuannya sebagai berikut:

a.

penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah
diselesaikannya RPJMD;

penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera
setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah; dan

penilaian risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera
getelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
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Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d

merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP berdasarkan hasil

penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa
kebijakan dan/atau prosedur;

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e
bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan
eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan

komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 19

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan
untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang dari:

a. Bupati;

b. Kepala Perangkat Daerah;

¢. Kepala Bagian/Kepala Bidang;

d. Kepala Seksi/Kepala Subbagian;

sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati
dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah laku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko
meliputi:

audit;

reviu,

pemantauan,

evaluasi; dan

pengawasan lainnya.

8 ap o




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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BAB V
PELAPORAN

Pasal 20

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. Laporan berkala pengelolaan risiko; dan

¢. Laporan berkala pemantauan risiko.

Pasal 21

Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian
risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat
Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen
penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh unit pemilik risiko
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan
unit kepatuhan internal.

Pasal 22

Laporan berkala pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap 1 (satu) tahun.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah;

b. UPR Tingkat Eselon Il untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan
tingkat operasional Perangkat Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal,

Pasal 24

Laporan berkala pemantauan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
avat (2) huruf ¢ dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal setiap 3 (tiga) bulan
dan setiap 1 (satu) tahun.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pedoman pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27
Tahun 2016 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalava.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2021

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

& "KABUPATEN TASIKMALAYA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 124




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 124 TAHUN 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas
dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko
didefinisikan sebagai Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik
dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP.
Penguatan Sistem Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan
salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang
mengarah pada clean and good governance. Berdasarkan ketentuan Pasal 13
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
melakukan penilaian risiko vaitu dengan cara mengidentifikasi dan
menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada
tingkatan kegiatan,

Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Daftar Uji
Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian !l (Penilaian Risiko) disebutkan
bahwa “Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun
pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar
instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan
Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko”.

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan
tersebut, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangannya diantaranya dalam bentuk penataan kelembagaan,
perbaikan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan
pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat banyak
permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih terjadi
menunjukkan bahwa tujuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan belum secara optimal tercapai dan pengelolaan risiko harus
dilakukan.




“Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah”™ menjadi hal yang penting
untuk dilaksanakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan “Penilaian Risiko”.
Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan
semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP
baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan
risiko di setiap Perangkat Daerah,

Peraturan Bupati ini bertujuan:

|. memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;

2. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan
efisien; dan

3. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko.

Lebih lanjut Peraturan Bupati ini disusun dengan harapan agar dapat
menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola risiko dan
memperbaiki pengendalian intern vang diperlukan dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah sehingga membantu pencapaian tujuannya.

C. Dasar Hukum

|, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terintegrasi  pada
Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah
Daerah.




BAB 11
KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah
Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat
kegiatan (operasional) Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil
Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit
Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi
Sekretariat Daerah,

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yvang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis
Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4,

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti:
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat
Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah
bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4,

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan membenkan pemahaman
yvang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup
Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko
yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai
tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.




Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu skala
dampak risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko, dan skala
tingkat risiko (nilai risiko). Penjelasan ketiga skala dampak risiko tersebut
sebagai berikut:

1. Skala Dampak Risiko

Skala dampak risiko adalah kriteria penilaian terhadap tingkat
konsekuensi atau dampak risiko yang diperlukan untuk menjamin
konsistensi dalam analisis dampak risiko, Kriteria skala dampak risiko
yang ditetapkan adalah skala 5. Dalam skala 5, kategori dampak risiko
dan operasionalnya dapat diilustrasikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Skala Dampak
Kategori Dampak Skor | Urnian
Sangat Signifikan/ Sangat Besar 5 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
sangat signifikan -
Signifikan/Besar 4 | Pengaruh terhadap pencapalan tujuan
e | tinggi/ signifikan = =%
Sedang/ Medium /Moderiat 3 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
- . sedang
Kurang signifikan/Kecil/ Minor 2 | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
rendah/kurang signifikan
Tidak signifikan/Sangat Kecil | | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
tidak signifikan

Selanjutnya dalam penyusunan skala dampak, terdapat Kriteria
dampak (consequences), yaitu area dampak apa saja yang perlu
dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu
Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan
kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain. Contoh Kkriteria dampak
sebagaimana terdapat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Matriks Kriteria Dampak
Area Dampak
Eavad Kem,glanﬂ Fanurumn.?n &Elurl::lnln E]rmﬁm T}L;n::]lﬂﬂ
rgara repu nerja erhadap ukum
Dampak Layanan
Organisasi
Tidak | Jumlah Keluhan Pencapaian | Pelayanan | Jumlah
Signifikan | kerugian Stakeholder target tertunda < | tuntutan
(1) negarn s Rpl0 | secara kinerja 1 hari hukum s
Juta langsung z 100% 5 kali
lisan/tertulis dalam
ke organisasi satu
jumlahnya s 3 periode
dalam  satu
periode
Minor | Jumlih Keluhan Pencapiinn | Pelayanan | Jumlah
(2 kerugian Stakeholder | target tertunda di | tuntutan
negara  lebih | secara kinerja  di | atas | hari | hukum di
dari Rpl10 Juta | langsung atas sdShari |atas 5
s.d Rp50 Juta | lisan/tertulis | B0%  s.d  kali  sd
ke organisasi | 100% |15  kali




Area Dampak
Laveal Kerugian Penurunan Penurunan | Gangguan | Tuntutan
Dampak Negara reputasi Kinerja Terhadap | Hukum
Layanan
S Organisasi
Jjumlahnya dalam
lebih dari 3 satu
dalam  satu periode
periode
Moderat | Jumiah Pemberitaan | Pencapaian | Pelayanan | Jumlah
(3 kerugian negatil tl | target tertunda di | tuntutan
negara  lebih | medin  massa | kinerja  di | atas 5 harl | hukum di
dari Rp50 Juta | lokal atas s.d 15 hari | atas 15
8.4 Rpl100 Juta 50% s.d kall s.d
80% 30  kall
| dalam
satu
periode
Signifikan | Jumlah Pemberitaan | Pencapaian nnan | Jumiah
(4] kerugian negatif dl | targel tertunda di | tuntutan
negara  lebih | media massa | kinerjn di | atas 15 | hukum di
darl Rp100 | nasional ftas harl s.d 30 | atas 30
Juta s.d Rp500 25% s.d | hari kali sd
Juta 509 50  kali
dalam
satu
periode
Sangat | Jumlah Pomberitann | Pencapaian | Pelayanan | Jumlah
Signifikan | kerugian negatil di | target lertunda tuntutan
(5) negara  leblh | medin massa | kinerja lebih  darl | hukum
dari Rp500 | internasional | s 25% 30 hari lebih dard
Juta 50  kali
dalam
satu
periode
Skala Probabilitas Risiko

Skala probabilitas risiko adalah kriteria penilaian terhadap tingkat
probabilitas yang diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam
analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala dampak risiko yang
ditetapkan adalah skala 5, disajikan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3

Skala Probabilitas Risiko

Kategori Dampak

Skor

Kemungkinan sangat besar/ Hampir pastl terjadi

Kemungkinan besar/Sering terjadi

Kemunghi

Mu

terjadi

nan kecil/ Jarang terjacdi

Sangat jarang/ Hampir tidak terjndi

el | s R

i

Selanjutnya dalam penyusunan skala probabilitas, terdapat kriteria
probabilitas risiko (likelihood/ frequency), yaitu yaitu besarnya peluang

atau

frekuensi suatu Risiko akan terjadi, Pengukurannya bisa

menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian
persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert



Judgement, Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada
tabel 4 berikut:

Tabel 4
Matriks Kriteria Kemungkinan
LEVEL KEMUNGKINAN KRITERIA KEMUNOKINAN
» Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari
Hampir Tidak Terjadi 2 kali dalam 5 tahun)
(1) » Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5%

dari volume transaksi dalam | periode
» Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali
Jarang Terjadi dalam 5 tahun)
(2) # Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari
o _ volume transaksl dalam | periode
» Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10
Kadang Terjadi kali s.d 18 kall dalam 5 tahun)
{3 » Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d
20% clari volume transaksi dalam 1 periode
» Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d
Sering Terjadi 26 kali dalam 5 tahun)
(4) » Persentase kemungkinan tedjadinya di atas 20% s.d
507 dari volume transaksi dalam | perlode
» Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 20
Hampir Pasti Terjadi kall dalam 5 tahun)
(5) » Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50%
dari volume transaksi dalam 1 periode

Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks rnisiko merupakan hasil perkalian
skor dampak risike dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
(acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima
(unacceptable risk). Penentuan skala risiko disajikan pada gambar 1 dan
tabel 5 sebagai berikut:

Ciumbar |
Matrix Analisis Risiko Dalam Skala 5
Mitriks Level Dampak
Analisis 2 -[ 3 4
Ristko Minor | Moderat | Signifikan
XL

Hampir pasti
tc_:jﬁ:ll
Sering terjadi

25 | Jarang terjadi | ="




Tabel 5
Tingkatan Skala Risiko
Tingkatan Level Risiko Prioritas Besaran | Warna

=== " L Risiko Risiko
| 45
5 Sangat Tinggi 2 24
3 23
4 22
5 21
k] Tinggi 6 20
7 19
8 18
9 17
10 ]

[ 11 T 15—
12 14
3 Setlang 13 13
14 12
15 14
16 10
T8 o 17 9
B 18 5
19 7
2 Rendah 20 6
21 5
o o 22 4
23 3
1 Sangat Rendah 24 2
25 1
K i Risil

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko
yvang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori
Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori
Risiko minimal di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagaimana tabel 6

di bawah ini:

Tahel 6
Kategori Risiko

Definisi

1. | Risiko Pendapatan

dnerah lainnya.

Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target
pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan
Asll daerah, Pendapatan Transfer dan  Pendapatan

pegawal, (ransfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain,

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan  dalam
penyerapan belanja daernh, tidak sesual proyeksl
(proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesual dengan
sasaran penggunaan, Belanja meliputi modal, barang,

e e

pembiaynan, baik nominal maupun jadwal waktunya.

Risiko yang discbabkan oleh kegagalan pemenuhan

e

Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi

dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi,
ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu

keputusan  sirategis, serta kegagalan  dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi
berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.




Nomar

Kategori Risiko |

Risiko Froud

iR Definisi ___ Nuwmes
Risiko vang timbul karena kecurangan vang disengaja
yang merugikan keuangan negar. Froud meliputi:
pengelapan aset (barang milik negara atau kas dan
setarn kas], korupsi (suap-menyuap, gratifikesi, dan
lain-lain) serta  manipulasi laporan kinerja dan
keuangan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Operasional

| Risiko yang disebabkan:

—_—

Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi
dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko
Kepatuhan antara lain  timbul karena kurangnya
pemahaman atau kesadaran hukum terhadap
ketentuan maupun peraturan  perundang-undangan
ng berlaku umum

» ketidakcukupan dan/atau  tidak  berfungsinya
proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan
sistem.

» pdanya kejadian eckstemal yang mempengaruhi
operasional organisasi,

| »  adanya tuntutan  hukum dari  luar  kepada

__ Organisasl, ]
Risiko yang discbabkan oleh menurunnya tingkat
kepercavaan pemangku  kepentingan ckstemal vang
bersumber dari persepsi negatil terhadap organisasi.

S —— —

Selera Risiko

Selera Risiko merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam
menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Penetapan
selera Risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7
Selera Risiko
Nomor | Kategori Risiko | Besaran Risiko yang Harus Dimitigas
1. Risiko Pendapatan & 10
2. | Risiko Belanja___ 210 =
3. Risiko Pembiayaan 2 10
4. | Risiko Strategis 5 A -
9, Risiko Fraud 24
6. Risiko kepatuhan 29
i Risiko Operasional z 15 ;
8. | Risiko reputasi 215 -
Atau

Yoo




C. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Dalam persiapan pengelolaan diperlukan penentuan waktu, tahapan
dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan risiko, sebagai contoh
disajikan pada tabel 8 di bawah i

Tabel 8
Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko
Tahapan Tahapan Outpus
Nomor Waktu Manajemen | Pengeloluan Pelaksana s
Pesada Risiko Peagelolaan
Risiko
1 Proses Proses ~Arahan dan - Komite - Dokumen
penyusunan penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan
RPJMD (1 tahun | RPJMD penilaian Risiko dan
sthelum RPIMD risiko 5 - Sekda kebijakan
5 tahunan tahunan selaku penilaian
berjalan sil - Penyusunan Koordinator risikkon 5
RPJMD Risiko -UPR Pemda | Tahunan
ditetaplan) Strategis [Kepala - Daftar
Pemida Daernh dan | Risiko
Kepala | dan RTP
Perangkat Strategis
- | Daerah] Pemda
2 Proses Proses Penyusunan - Komite Daltar
penyusunan penvusunan | Risiko Strategly pengelolaan | Risiko dan
Renstra Renstra [Entitas) ristkn RTP
Perangkat Perangkat Perangkat - Sekda Strategis
Daerah (1 tahun | Daerah Daerah selaku (Entitas)
sebelum RPJMD Koordinato | Perangkat
5 UPR Tingkat | Daerah
tahunan Es. 1/Es. 2
berjalan sd [Kepala
RPJMD Perangkat
ditetaplkan) Daerah/
dan
Kabag/ Kabi
]
3 Januari - Mei usunan | Arahan dan | Komite Dokumen
Tahun 201X-1 dan | kebijakan Pengelolaan Arahan dan
enja penilaian Risiko kebijakan
rangkat risiko penilaian
rah tahunan risiko
- . Tahunan
L] Agustus- nyusunan Penyusunan - Kepala Daftar risiko
September Ristko Perangkat dan RTP
201X-1 gkt Operasional Daerah Cperasional
aerah Perangkat ~Unit Pemilik | Perangkat
Penetapan Daerah Risiko Daerah
cang dan Tingkat Es
SAran) 3, Es 4
Perangkal
__Daerah
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BAB III

PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Taslkmalaya

Ciambar 2;

FEMANGOL NG el
Best | Wb
DR NG LOLLLY LT LR EdaD
i ; T HUDE
o BODEDIMATOR PPN ELTIGIAS ALY
FEMGHLC LA B
NS Nepet par o LT R T e
beren L o loepw s Dop o
Vg Ot " i
= o PENONGONG ANAE TN AR
ket —— _.l —— — T R S o UNTTIPDWL R RS0 T ESPLOH 2
L LA ]I
B0 - | | g Fecas B A —
" liwon Doy T :“‘-,
J 5 - | |

e A . -

VT AR E g pans | | See g o Bidwy ]l-unﬂ o By Lmm S o
Ll lasty L

e ) | | | |
i
Lem

Berdasarkan pada gambar 2 di atas, dalam pengelolaan risiko

pemerintah Daerah dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

Bupat: sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

2. Bekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah;

3. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah,
Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3
dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4;

4. Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah;

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan

6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,
Penjelasan untuk uraian struktur pengelolaan risiko adalah sebagai

berikut:

1. Penanggung jawab
Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah

kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya
sebagai Bupati, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan
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proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya.
Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk
mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko,

Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan

kegiatan antara lain:

a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko
misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

¢. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Unit Pemilik Risiko (UPR)

UPR merupakan unit organisasi vang bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko di lingkup kerjanya, Adapun tanggung jawab pemilik
risiko adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas
risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

b. nmelaporkan peristiwa risiko vang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari;

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan
peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja
masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early waming
indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian
risiko di masa vang akan dating;

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan
kepada unit kepatuhan,

e. memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang
pelaksanaan pengendalian risiko;

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai

berikut:

a. Unit pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri

dari:

Ketua :  Bupati, selaku pemilik risiko tingkat
Pemerintah Daerah.

Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah yang

merangkap anggota menyelenggarakan fungsi perencanaan.

Anggota :  Seluruh Kepala Perangkat Daerah
(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
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Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan
Direktur RSUD dan sebagainya).

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 11, terdiri dari:

Struktur Unit Pemilik Rmku tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:
Ketua . Sekretaris Daerah
Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik
risiko tingkat Perangkat Daerah
Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala
merangkap anggota Bagian/Bidang yang menangani
perencanaan pada Perangkat Daerah.
Anggota :  Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban
pada Perangkat Daerah yang
bersangkutan,

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan Eselon 4

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan Eselon 4

terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik
rigiko tingkat kegiatan,

Koordinator Teknis : Kepala Subbagian/ Subbidang/Seksi/

merangkap anggota Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk
menangani perencanaan kegiatan pada

Perangkat Daerah,

Anggota ¢ Seluruh Kepala Subbagian/ Subbidang/
Seksi pada  Bagian/Bidang vang
bersangkutan,

Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah
Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan
tugas sebagai berikut:

a.

b.

merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis vang menvimpang dar prosedur normal;
melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris
Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

a.
b.

Bupati sebagai ketua;

Kepala Perangkat Daerah vang menyelenggarakan fungsi
perencanaan. sebagai koordinator merangkap anggota:

Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan

Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan
pada Perangkat Daerah. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah. Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap
Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

6. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait

penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung
jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada
pemerintah daerah;

b, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah;

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh

komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur

pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 3
Tahapan Pengelolaan Risiko

| ¥ - |
- identifikast Kelemahan Lingsungan .
Pengoendalian intern (1]

-

' Penilaian Risike I'Ei

- (F——— T
o Identifikasi Risiko
[ Anals ko ;

£
5
=
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai

berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan  penilaian  atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan
pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a, Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

1)

2)

Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian
urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

aj

b)

d)

laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,
dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;

hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan Pemerintah Daerah;

berita  terkait pelaksanaan wurusan  wajib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain
yang relevan.

Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian
dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner

Contoh kuesioner survei lingkungan penggendalian disajikan
pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 9
Contoh Kuesioner Survel Lingkungan Pengendalian

NO.

PERTANYAAN/KUESIONER Jawaban Responden | Simpulan

Rl | R2 | Dst | Modus | (Memadai/

B o D

el

- o = 1 =

B e e

Pegawai mendapatkan pesan
integritas & nilai etika secarn
rutin dari pimpinan instansi
(Misalnya Kketeladanan, pesan
_moral dllj L =
Pemda telah memillkl aturan ]
perilaku  (misalnya kode etik,

pakta integritas, dan aturan 1
perilaku  pegawal) vang telah
dikomunikasikan kepada seluruh

pegawal 2
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NO. PERTANYAAN/KUESIONER Jawaban Simpulan
R1 R2 | Dst | Modus (Memadai/
Tdk
Memadai)
A R e D
3 Telah terdapat fungsi khusus di

dalam instansi yang melayani

pengaduan masyarakat alas
pelanggaran aturan
perilaku / kode etik

4 Pelanggaran aturan
perilaku/kode etik telah
Ditindaklanjuti

B KOMITMEN TERHADAP
KOMPETENSI

1 Standar  kompetensi  setiap
pegawiai/posisi  jabatan  telah

Ditentukan

Pegawai vang kompeten telah
secara tepat mengisi

|_posiai/jabatan

Pemda telah memiliki  dan
menerapkan strategi peningkatan

kompetensi pegawai

Terdapat pelatihan  torkait
pengelolaan risiko, baik pelatihan
khusus maupun  pelatithan

terintegrasi secara berkala,

KEPEMIMPINAN YANG

Pimpinan  telah  menetapkan
kebljakan  pengelolann  risiko
yang memberikan kejelasan arah

pengelolaan risiko

Pimpinan menerapkan
pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan
tugas dan pengambilan

Pimpinan membangun
komunikasi yang baik dengan
anggota organisasi uniuk berani

mengungkapkan  risiko  dan
SECAra terbuka

menerima/menggall  pelaporan
risilo/masalah

Gaya pimpinan dapat mendorong
pegawal untuk meningkatkan

kinerja

Pimpinan menetapkan Sasaran
strategis yang selaras dengan visi
dan misi Pemda

Rencana/sasaran strategis
pemda telah dijabarkan ke dalam
sasaran Perangkat Daerah dan
tingkat operasional Perangkat
Daerah

Rencana strategis dan rencana

kerja pemda telah menyajikan
informasi mengenai risiko

Pimpinan berperan serta dan
mengikutseriakan pejabat
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ORGANISASI
DENGAN
MEMADAI

YANG SESUAI
KEBUTUHAN

NO. PERTANYAAN/KUESIONER Jawaban Responden Simpulan
Rl Dst | Modus | (Memadai/
Tdk
Memadai)
A B D
D PEMBENTUKAN STRUKTUR

Setiap Urusan lelah
dilaksanakan  oleh  Perungkat
Daerah dan unit kegja yang tepat

Masing-masing plhak  dalam
organisasi telah  memperoleh
kejelasan dan memnhami peran
dan tanggung jawab masing-
masing dalam pengelolaan risiko

Pegawal yang  bertugas  di
Perangkat Daerah merupakan

pegawal tetap dan bukan pegawal
yang bersifat adhoc (sementara)

Adanya  transparansi  dan
ketepatan  waktu  pelaporan
pelaksanaan peran dan
tanggung jawab masing-masing
dalam pengelolaan risiko

PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWAB YANG

Kriteria
wewenang telah  ditentukan

dmggn tepat

TEPAT MEMADAI
pendelegasian

inn wewenang dan

tnnggung jawab dlhkaanahm
secara tepat

Kewenangan  direviu
periodik

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
KEBIJAKAN YANG  SEHAT
TENTANG PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pemda telah memiliki Kebijakan |

dan prosedur pengelolaan SDM
yang lengkap (sefak rekrutmen
sampai dengan pemberhentian

pegawai)

Rekruitmen, retensi, mutasi,
maupun promosi  pemilihan
SDM telah dilakukan dengan
baik

Insentif pegawal telah sesual
dengan tanggung jawab dan
kinerja

Pemda telah menginternalisasi
budaya sadar risiko

Adanya  pemberian  reward
dan/atan  punishment atas
pengelolaan  risiko  (Misalnya
mem pertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan  risiko
penilaian kinerjn)

dalam




17

PERTANYAAN/KUESIONER

......

Simpulan
(Memadai/

=2l

Terdapat  evaluasi  kinerja
mﬂil dﬁ.l'l tﬂlﬂ.h
dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan

Instansi telah mengalokasikan

anggaran yang memadal untuk
_pengembangan SDM

PERWUJUDAN PERAN APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH YANG EFEKTIF
MEMADAI

Inspektorat Daerah melakukan
reviu  atas efisiensi/efektivitas
pelaksanaan sctiap
urusan/program Secara
periodik

Inspektorat Daerah melakukan
reviu atas kepatuban hukum
| dan aturan lainnya

Inspektorat Daerah
memberikan lavanan fasilitasi
penerapan  pengelolaan  risiko

dan penyelenggarann SPIP

APIP  telah  melaksanakan
pengawasan berbasis risiko.

Temuan dan

saran /rekomendasi
wnsan APIP

ditindaklanjuti

telah

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK
DENGAN INSTANSI
PEMERINTAH TERKAIT
MEMADAI

Hubungan kerja yang baik
dengan instansi/organisasi lain
yang memiliki keterkaitan
operasional telah terbangun

Hubungan kerja yang baik
dengan instansi yvang terkait
alns fungsi
pengawasan / peemriksaan

(inspektorat, BPKP, dan BPK)

telah terbangun

Jawaban responden untuk kuesioner dapat menggunakan
skala 4 atau skala 5. Sebagai contoh, untuk skala 4 memiliki
behcmp& pilihan jawaban sebagai berikut:

1 :  Tidak Setuju/Belum ada;/ belum dibangun.

2 :  Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan
tetapi belum konsisten.

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan
baik, tapi masih bisa ditingkatkan.

Rl . Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan

dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.
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Setelah responden mengisi kuesioner, maka kita dapat
menentukan simpulan dari tiap pertanyaan berdasarkan
modus dari jawaban responden. Sebagai contoh, simpulan
“Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4
dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden
adalah 1 atau 2.

Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian
melalui reviu dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah
daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data
yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang dapat

digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan

pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum

yaitu:

a) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah dan LHP
BPK;

b} berita media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, kesimpulan kondisi kelemahan

lingkungan pengendalian dapat disajikan pada contoh tabel 10

berikut;

Tabel 10
Contoh Format Pengisinn Penilainn Awal Atas
Kerentanan Lingkungan Pengendalian

Nama Pemda
Tahun Penilaian

hhhhhh

No.

Bumber data Urainn Kelemahan N i

A

B c D

1

Media massa

Banyak ierjadi | Penegakan integritas
pencopotan/ mutasi pejabat | dan nilal etika
daerah karena tersanghkut kasus
hukum

- Pegawai  belum  ditempatkan
sesual dengan kompetensi dan
pengalaman

Komitmen  terhadap

kompetensi

LHP BPK No.

Pemerintah ~ Kabupaten Penyusunan dan

=

tanggal xxx tentan
Hasil
BPK atas Efcktifit

belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian
SDM keschatan di Puskesmas

yang schat tentan

penerapan I:ehiajnkarq
pembinaan SDM

T

Pengelolaan
Sumber Diayay
Kesehatan JKN

Kualifikasi dan kompetensi
Dokler serla lenags kesehatan
di RSUD Kabupaten XYZ belum
memenuhi kebutuhan akan

Komitmen terhadap
kompelensi

Pemenuhan tenaga kesehatan di
RSUD belum memperhatikan
tingkat kebutuhan  dalam
pemberian pelayanan keschatan

Penyusunan

d
penerapan  kebiaj
yang sechat tentan
pembinaan SDM
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Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten .....
Tahun Penilaian : .....
No. Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi
A B C D
SK Inspektur NoJj Inspeklorat  Daerah  belum | Peran APIP  yang
3 Xxx  tanggal melakukan audit kinerja atas | efektif
tentang F'klﬁ penyelenggaraan urusan
Inspektorat kesehatan dalam tingkat
strategis
LHP BPK No. Pelayanan pasien BPJS  di
4 tanggal xxx ten Kabupaten..., belum optimal dan | Kepemimpinan yang
Hasil Pemerik terdapat regulasi Dinas Kesehatan | kondusif
atas Kinerja Kabupaten ... tidak berjalan
Penyelenggaraan | sebagaimana mestinya  yaitu
JEN | ketentuan  mengenal  prakiek
| Dokter | _|

4)

S)

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan subunsur Lingkungan

Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008,

Keterangan :

-« Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data;

- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang
ada merupakan kelemahan; atau

- Kolom d diisi dengan klasifiknsl kelemahan sesual sub unsur pada

lingkungan pengendalian.

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE)

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan
Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei
tersebut dapat menggunakan metode Control Environment
Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas
pengendalian/Control ~ Self  Assessment (CSA]  yang
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian,

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam
atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada
beberapa responden terpilih yang memahami urusan
wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh simpulan
kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah
menurut metode CEE yang diterapkan yaitu memadai atau
kurang memadai sebagaimana disajikan dalam tabel 10 di
atas.

Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian

pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja
sebagaimana disajikan dalam tabel 11 di bawah ini.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/ konfirmasi
apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang
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penarikan kesimpulan.

Tabel 11

Contoh Pengisian

kertas kerja

Simpulan Kelemahan Lingkungan Pengendalinn

jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten .....
ahun Penilalan  : ..... o
No| Subunsur | Hasll Revin Dokumen Hasil Burvel Simpulan| Penjelasan
Hasll }
A B (= a H
1 [Penegakan Kurang urang nyak
niegritas dan (Memadal Memadal jterjadi
etika neopotan /
utasi
jabat
aerah
rena
reangkut
sus hukum
2 [Komitmen urang
erhadap emadai
mpetensi
3 [Kepemimpina hurang \UTATIR
Vang emadlai Memadai
nelusif
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[Nama Pemda

Tahun Penilaian

......

11111

Blmpulan

ity

ketentuan
mengenai
praktek
Dokter
Puskesmas

belum
'‘penuh-
YL
nyedia-

luruh
butuhan
asi
ntuk
ndu-
ung
layanan
hatan

emadai

4

truktur

rganisasi
suni
hutuhan

]

=

IMemadal

emadai

3

ndelegasian

wenang dan)

ng
awab yang
pat

(]

Memadai

Memadai

6

NYUSUNAND
an
nerapan
ebljakan
g Sehat
entang
Pembinaan
SDM

LUTEng
Memadal

merin-
Daerah
um
emiliki
trategi
alam
menth-
dan
ndistri-
wslan
DM
sehatan
i
skesmas
menuha
tenags
sehatan
| RSUD
lum
emperhat

n
ingkut
ebutuhan

nm

herian
layanan
sehatan
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[Nama Pemda » Pemerintah Kabupaten ...,
Tahun Penilaian : .....
No| Subunsur | Hasll Reviu Dokumen Hasil Burvei Simpulan | Penjelasan
Parsepsi
Hasil Uralan Husil
A B C D | E G H
dalam
perhitungan
penghasilan
ANBEATAN
ipertimb)| pengembang
n SDM
rhitung emadal
erintah
Daerah belum|
miliki
strategi
lam
ipemenuhan
ndistribu-
an SDM
esehatan di
skesmas
menuhan
kesehatan di
IRSUD belum
memperhati-
an tingkat
kebutuhan
7 [Perwujudan Fang nspektoratMemadal Kurang
ran APIP Memadai aerah Memadai
efelktil lum
e elakukan
udit
nerja
tas
nvelengg
FRAN
rusan
eschatan
alam
ghat
lrategis
8 Hubungan | - Memadai IMemadai
erja yang
dengan
nstansi
merintah
erkait
Keterangan:

- HKolom a diisi dengan nomor urut

- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

- Kolom c diisi dengan simpulan penilalan awal CEE berdasarkan dokumen

- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan
dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom [ diisl dengan uralan simpulan sesual hasil survel persepsi
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- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survel
persepsi, jika hasil antara penilalan awal dan survel persepsi bertentangan,
makn lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk

menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

2. Penilaian Risiko
a, Penetapan Konteks/Tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan
penilaian risiko

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat
strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas)
Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah
yvang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Proses
penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan
sebagai berikut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah
pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis
yang tertuang dalam RPJMD. Sebagai contoh format
penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Daerah

disajikan pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12
Contoh Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten ....., Provinsi .......
(Tahun Penllalan -
Periode yang dinflai  : Periode RRIMD Tahun 20XX-20XX
Sumber Data IRPJMD Kabupaten ....... Tahun 20XX-20XX
Visi Iﬂisi dengun Visi Kabupaten Tasikmalaya
IMisi Strategis RPJMD IL"H:I’ dengan Misi Kabupaten Tasikmalaya
tapan konteks Misi Risiko  |Diisi dengan Misi Kabupaten Tasikmalaya ynn!‘
tegls Pemda berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait
Tujuan Strategis RPIMD Tﬂ:ifhmdﬂgn Twuwan RPJIMD Kabupaten
isi  dengan  Twuan RPIMD  Kabupater
tapan Konteks T Risiko
u’,ﬁ :g;';m Pm,;; o Wuan Risi E’ihuikmmyn yang beu'i'mbmtgun dengo
rangkat Doerah terkait
[isi dengan  Sasaran  RPIMD  Kabupatern
[Sasaran RPJMD Pasikmalay
sl dengan  Sasarun RPUMD  Kabupater
tapan Konteks Sasaran
Im:m Strategis Pemda Mm':ﬂﬂ Hﬂ;lfmd?:dmmﬂgan denga
IIKU Sasaran RPJMD In\ni dengan [KU Kabupaten Tasikmalaya.

etapan konteks IKU Risiko si dengan KU Kabupaten Tasikmalaya yang
trategis Pemda srhubungan dengan Perangkat Daerah terkeit
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151 ram-program noritas  RPJM,
oritas pﬂmbal:;‘gunﬂn dan Eﬂhﬂpﬂl‘? Tasikmalaya u{:ng bﬁﬁmbungﬂq

i by - rigan Perangkat Daerah terkait

Diisi dengan  Urusan  Pemerintahan Dnemlj
m:hn Pemerintahan ﬁﬂllg berhubungan dengan Perangkat Daeral

erkait

Diisi dengan satu atau beberapa dinas

Nama Dinas Terkait

J::Hwblmgcm dengan urusan Perangkat Daera

uan, Sasaran, IKU dan

ram yang akan dilakukan rangkat Daerah terkait, sesuai dengan tsiar|
nilalan risiko a kolom diatas dan yang okan dinilad
Dst
Singaparna,
Kepala .......cccen..

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat

Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat
Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
sesual urusan yang diampunya atas tujuan strategis yvang
tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Sebagai contoh
format penetapan konteks risiko strategis Perangkat
Daerah disajikan pada tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13

Contoh Format Penetapan Konteks Risiko Strategis
Perangkat Dacrah

ama Pemda

ahun Penilaian
Periode yang dinila
Urusan Pemerintahan

Perangkat Daerah yang Dinilai

. Pemerintah Kabupaten ....., Provinsi ......

iiiiiii

s Urusan ....cooveeseness

Sumber Data Renstrtl oo Kabupaten ..........
Tujuan Strategis Diisi dengan

Perangkat  Daerah,  yang  mendukus
pencapaian hufuan strategis yang ditetapka
pada penetapan konteks strategis pemda

Sasaran Strategis

rmnghat Daerah  (sasaran  yang
lakukan penilaian ristko bisa seluruh ata

E&d dengan sasaran yang ada pada Re
bagian sasaran, sesual kelutuhan)

IKU Renstra Perangkat Daerah

IKU :gun
Difsi dengan Indikator Ditsi dengan
Kinerjo Utama (IRKU)] padea Target IKU
Renstra Perangkat
Daerah, yang
mendukting sasardan
yang akan dinilai
ristkonye
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Program Diisi program pada Renstra Perangkat Daerah,
yang mendukung IKU yang akan dinilai
rsikongya

Tujuan Btrategis :

Diisi dengan tujuan pada Renstra Perangkat
Daerah yang akan dinilai risikonya

Susarun Strategis:

Tujuan, Sasaran, IKU dan Diisi dengan sasaran pada Renstra Perangkat
Program vang akandilakukan | Daerah yang akan dindlei rsikonya
penilaian risiko IKU Strategis:

Diisi dengan IKU pada Renstra Perangkat
Deerah yang akan dinilai risikonya

Program:

Diisi dengan Program pada Renstra yang akan
dinilai naikonya

lllllllllllllllllllllllllll

¢) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah
dilakukan olch masing-masing Perangkat Daerah terkait
sesuai urusan yang diampunya atas tujuan operasional
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renja
atau RKA Perangkat Daerah. Sebagai contoh format
penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah
disajikan pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14
Contoh Format Penetapan Konteks Risiko
Operasional Perangkat Daerah

Namn Pemda : Frmerinmh Kabupaten ....., Provinsi .....,

Tahun Penilalan | ..

Periode yang dinilai Perindc RPIMD Tahun 20XX-20XX

Urusan Pemerintahan ? UPUBa ouiinivissenns

Perangkat Daerah yang Dindlai [ oo,

Sumber Data Renja/REA ......... Tuhun 20XX

Tujuan Strategis Diisi dengan tufuan strategis yang telah dipilih
pada penetapan konteks strategls Peranghal
Daerah

Program (Renja/REA 20XX) isi dengan program yang terkait dengan tujuan

dan Kegintan Utama rategis Perangkat Daerah
Diisi dengan beberapa Diisi dengan
kesgiicateany wtenmen yeeng output kegicton

Keluaran/Hasil Kegiatan mendukung program yang  |ufama
akan dinilai Asikonya
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Program,  Kegiatan, dan|Program; diisi dengan program yang akan

Keluaran /Hasil Kegiatan yang|dinilai ristkonya

akan dilakukan  penilaian|Kegiatan: diisi dengan kegiatan yang

risiko akan dinilai ristkonya

Keluaran /Hasil

Kegiatan:

1. Ditsi dengan keluaran/ hasil dari kegiatan
yang akan dinilai ristkonya

2. Dst

lllllllllllllllllllllllllll

2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
risiko

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu
kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada
pemerintah daerah yang dinilai. Sebagai contoh kriteria
dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah
disajikan pada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5

di atas.
b} Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala
nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaiman telah

disajikan pada tabel 7 di atas.

ldentifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam
pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya.
Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan, Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa
yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan
terjadi, Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga
disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko,
penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima
dampak risiko. Hasil identifikasi risiko pada urusan pemerintah
daerah, terbagi menjadi tiga risiko strategis yaitu sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
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2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah
dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian vang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat
Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah
daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis
Pemerintah Daerah.
3) Risiko Operasional Perangkat Daerah
Identifikasi risiko  operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian vyang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.
Contoh format untuk pelaksanaan identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah, Risiko Strategis (Entitas) Perangkat
Daerah dan Risiko Strategis Operasional Perangkat Daerah
disajikan pada tabel 15, tabel 16 dan tabel 17 berikut ini.
Tabel 15
Contoh Formut
Identifiknsi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten ..., Provingi ...
Noama Perangkat Daemh ¢ s
Tahun Penilaian : 20XX
Periode yang dinilai : Periode REIMD mhun iﬁxx 20XX)
Urusan Pemerintahan : Urusan ..
Tujuan/ Illlih Dam
Sasaran |Indikator [Urai | Kode hiﬂﬁ_ﬁmw ¢/ |Umi ﬁ’.:ﬂ:
No|Strategis/ | Kinerja | an | Risiko an pe |an | yang
Program Terkenan
A i C D E F G H |1 ]|J K
Tujuan
Strategis
Pemda:
Diisi dengan
tujuan
sirategis
Pemda pada
Penetapen
Konteks
Strategis
|Pemda . LI [/ S—
Sasaran:
Sasaran
Pemda pada
penetapn |
konteks
Strategis
pemda yang
bertabirgan)
dengan
Perangkat
Daerah
terkait
Program:
Diisi dengan |
Program
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Pemda pada i
penetapan
keonteks

Strategis
pemda yang

berl'mbunng
dengarn

Perangkat
Daerah

terkait

I-tetnrmu&n

Kolom a diisi dengan nomor urat

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagal mana tercantum dalam

RPJMD/Renstra

Kolom ¢ diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom [ diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan

untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab

risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan

Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko,

atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom § diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan flka risiko benar-benar terfadi.

Untuk mempermudah (dentdfikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke
dalam: Keunngan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

- kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar

terjadi

Tabel 16
Contoh Format Identifikasl
Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda

Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian

Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Periode Renstra (Tahun 20XX-20XX)
: Diisi dm.;un Tujuun Strategis pada Renstra Perangkat Daerah
i Ul'l.lll.n WhRREEEREE

: Pemerintah Kabupaten ......,

LRLR LR

Hmﬁnﬂ Ei -

Tujuan/
Sasaran
No

Strutegis/
Program

Indikator
Kinerju

Sebab

Ural
un

Kode
Rislko

Pemilik

Urai
un

-

c

Bumber

Tmu.n
Strategis
Pemda:
Didsi
dengan

T fueaan
strategis
Perangkat
{xierah
pada

Konteks
Strutegis

_I?mmh

Penetapan

Perangkat
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R UHILHIE

konteks

{

Daerah

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib schagali mana tercantum dalam
RPJMD /Renstra

- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko

- Kolom [ diisi dengan Pemilik risiko, pihakfunit yang bertanggung jawab/ berkepentingan

untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab
risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan
Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i ciisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko,
atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
Untuk mempermudah identifikasi dampak risikn, dampak risiko bisa dikategorikan ke
dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jilka risiko benar-benar

terjadi

Tabel 17
Contoh Format Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah
Nama Memda : Pemeriniah Kabupaten ..., Provinsd ...
Nama Perangkat Daerah ¢ ...ocoiiiininnn
Tahun Penilaian + 20XX
Periode vang dinilai : Periode Renstra (Tahun 20XX-20XX])
[Tujuan Stmtegis : Diisd dengan Tujuan Strategis pada Renstra Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan R i — =
Tujuan/ e Rislko | Sebab " Dampak
Sasaran |Indikator Urai | Kode |Pemilik Urai | Sumber c/ Pihak
No| Strategls/ | Kinerja |an |Rislko an pe 0 | yang
Terkena

A

c D | E F | o H 1191 K

i
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Daerah pada
penetapan
kornleks

Operastonal

Perangkat

Dasrah

Kegintan:

Diisi dengan

Kegiatan

Peranghat

Daerah pada

_PEFHE“H!I"I

konfeks

Operusional

Perangkat

Daerah

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut

- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan keglatan, dan sasaran kegiatan schagalmana
tercantum dalam RKA SKPD

- Kolom ¢ dilsi dengan indikator kinerja kegiatan

- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

-~ Kolom [ diisi dengan Kode risiko

- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan
untuk mengelola risiko

- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab
m '::hnb risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine |, dan

- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal /internal)

- Kolom | diisi dengan C, jika unit kerjn mampu untuk mengendalikan penyebab risiko,
atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

- holom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan Jika risiko benar-benar terjadi.
Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke
dalam: Keuvangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom | diisi dengan pihak/unit vang
menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi,

¢. Analisis Risiko
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko wurusan wajib/pilihan teridentifikasi dan
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis
risiko urusan wajib/pilihan, sebagai contoh untuk kertas kerja
analisis risiko disajikan pada tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18
Contoh Format Hasil Analisis Risiko
'd&mhh“mmh : Pemerintah Kabupaten ......., Provinsi ..........
Tahun Peniladan E .............
Tujuan Strategis apnimniaaris
Urusan Pemerintahan + Urusan ...,
Anulisis Risiko

No. | ‘Risiko’yang | Kode | Skaia | Skala | Skala

Teridentifikasi Risiko | Dampak | Kemung | Risiko

kinan

3 B C D E F=DXE

| |Risiko Strategis
Pemerintah daerah
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I |Risiko Strategis
Perangkat Daerah

11 |Risiko Operasional
Perangkat Daerah

Keterangan:

- Kolom a diisl dengan nomor urut

- ;Lnlmlnsh diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesual lampiran 13, 14

AN

- Kolom ¢ dilsi dengan kode risiko sesual lampiran 13, 14 dan 15

- holom d dilsi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-
rate/ modus skala dampak vang diberikan peserta diskusi

- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-
rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

- Kolom [ diisi dengan hasil perkalinn antara skala dampak dan skala

kemungkinan

Memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah
selanjutnya  dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,

sedangkan tingkat strategis (entitas] Perangkat Daerah dan
operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala

Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana
vang akan diprioritaskan untuk ditangani, sebagai contoh
untuk kertas kerja validasi risiko disajikan pada tabel 19 di
bawah ini.

Tabel 19
Contoh Format Daltar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah daerah : Pemerintah Kabupaten ......, Provinsi .....
Tahun Penilalan e

(Tujuan Strategls JTEv——

Urusan Pemerintahan s Urusan ...,

No| Risiko Prioritas | Kode | Skala Fgﬁg Penyebab | Dampak

A H C 8] E I G

| |Risiko Strategis
Pemerintah Dacrah

Il |Risiko Strategis
Perangkat Dacrah

Il |Risiko Operasional
Perangkat Daerah

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut

-~ Kolom b diisi dengan risiko prioritas (berdasarkan hasil penilaian risiko)
- Kolom ¢ diisi dengan kode risiko

- Kolom d diisi dengan skala risiko [sesual tabel 16)

- Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesual tabel 13, 14 dan 15

- Kolom [ diisi dengan penyebab sesuai tabel 13, 14 dan 15

- Kolom g diisi dengian dampak sesual dengan tabel 13, 14 dan 15
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3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan vyang

4

dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian

kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah

dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan, Kebijakan

dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai

efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain

Jika:

a) kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan,
namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

¢] kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

d) kebijakan dan prosedur vang ada tidak sesuai dengan
peraturan diatasnya.

Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yvang akan dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi
risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja
penyusunan RTP yaitu sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang
disajikan pada tabel 11 di atas, selanjutnya disusun
rencana tindak perbaikan vang disajikan di kertas kerja
pada tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20
Contoh Formal Rencana Tindak Pengendalian
Atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

& unK:;udri;;n Rencana Tindak Target
.Pt' 1 Pengendalian |Penanggung| Waktu | Realisasi
ngead Lingkungan jawab  |PenyelesalPenyelesaian

yang Kurang
AEnadal Pengendalian an
A B C &) B o
| _[Penegakan Integritas dan Nilal Etika
|
a
Dst
Il [Komitmen Terhadap Kompetensi
1
2
Dst

1l |[Kepemimpinan yang kondusif
1
List
IV [Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehal tentang

[Pembinaan SDM
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No Kondist Rencana Tindak Target

'&Lh@:umﬂ]. Pengendalian |Penanggung| Wakitu Realisasi
'EEK"S Lingkungan jawab  [Penvelesai|Penyelesalan|

J'EIHLE :lm_lg Pengendalian an

A B C D E F

|

Dst

V_|Perwujudan Peran APIP yang Efektif

1

Dst

Keterangan

=

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondial lingkungan pengendalinn yang kurang

memadai Kolom ¢ diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk

menyelenggarakan kegintan pengendalian Kolom e diisi dengan target
waktu penyelesaian RTP

Kolom [ diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Selanjutnya, berdasarkan hasil penentuan risiko prioritas
pada tabel 19 di atas, maka disusun rencana tindak
pengendalian atas hasil identifikasi risiko prioritas, sebagai
contoh kertas kerja disajikan pada tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21
Contoh Format Rencana Tindak Pengendalian
Atas Hasil Identifikasi Risiko
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten ...., Provinsi ...,
Tahun Penilaian -
Tujuan Strategis -
Urusan Pemerintahan : Urusan .....
Uraian Celah Rencana |Pemilik/ | Target
No Risiko | Kode Pengenda- Sntigeresl Tindak |Penang- | Waktu
" | Prioritas | Ristko | lian vang dn]E Pengenda- | gung [Penvelesai
isudah Ada lian Jawab an
A H & D I F G H
Risiko
Strategis
I |Pemerint
uh
Daerah
Risiko
Strategis
Il |Perangk
at
Daerah
Risiko
Operasio
Il |-nal
Perangka
t Daerah
Kelerangan
- Kolom a diisi dengan nomor urut
-~ Kolom b diisl dengan risiko prioritas

- Kolom ¢ dlisl dengan kode rislko
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d)
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- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah
ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanva nama SOP nya, Contoh
SOP Pemeliharaan; Gedung dibersihkan 2 kali sehari,

- Kolom ¢ Diisi dengan alasan tidak efelktif:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun
belum mampu menangani risiko yang teridentilikasi,

b. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

¢. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku vang jelas,

d, Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan
diatasnya

~ Kolom [ diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk

menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan wuntuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.
Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu
memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu
instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa
kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko tersebut terdiri dari beberapa pilihan, vaitu
menghindari  risiko  (avoid), mengubah/mengurangi
kemungkinan munculnya risiko (abate),
mengubah /mengurang konsekuensi/dampak risiko
(mitigate), membagi risiko (share), dan menerima/
mempertahankan risiko (accept/retain).

Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana
Tindak Pengendalian, vaitu rencana tindak perbaikan
lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan
kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan
bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian vang
sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut.

Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan
kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana
tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat
menghindari  duplikasi rencana tindak  perbaikan
pengendalian.

Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar
pihak-pihak vang terlibat dalam pengendalian mengetahui
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang
diinginkan.
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Contoh format kertas kerja rancangan pengomunikasian
pengendalian yang dibangun disajikan dalam tabel 22
berikut:

Tabel 22
Contoh Format Rencana dan Realisasi

atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

ama Pemda - Pemerintah Kabupaten .... ——————
un Penilaian g
uan Strategis @ ...
rusan : Urusan ......
erintahan
Media Renca- Realisa
Keglatan l-uh{ Penye Penerl 2 sl
N |ToRUendalan  gorane | 48 | WA gaktu | Waktn | Ket.
yRE | pongkomuni- | I0for (Inform i e Pelaksa
Dibutuhkan Tanrel masi | asl Ko ey
A B e |l B F G | H

e — — o ala — — e —— el

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom ¢ diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d dlisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom [ dilsi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

TR RN IO Y B T

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan
RTP,

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan vang akan dijalankan untuk memastikan
bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan
berjalan efektif.

Contoh form rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan
dalam tabel 23 berikut:
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Tabel 23
Contoh Format Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan
Pengendalian Intern yang dibutuhkan

ama Pemda . Pemerintah Kabupaten ...
nhun Penilaian S avvel

ujuan Strategis .

rusan Pemerintahan : Urusan ......

Bentuk/ | Penang: | "oy .o~ Realisa
Keglatan Metode BUng o iaksana- sl

No Pengendalian | Pemantan- | Jawab Py Waktu Ket.
yang Dibutubkan an yang Il'uutn-? ¢ _Pelaksa
Diperlukan an = naan

A B C D E F (€]

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut

-~ Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom ¢ diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

- Kolom g diisi dengan Realisasi Wakiu Pelaksanaan

Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian vang ada,
langkah selanjutnya vang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana
Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian
meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

Pembangunan infrastrukturyang meliputi  penyusunan  atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP

Langkah-langkah vang perlu dilakukan dalam rangka membangun
infrastruktur pengendalian meliputi;

1)

2)

3)
4)

mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur
operasi baku vang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan Kkegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan;

membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
melakukan uji coba penerapan pengendalian;
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5) menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian,

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.,

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur
ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh
seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya,

Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan
risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian vang akan
diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian vang
ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang
dibangun kepada pihak-pihak terkait, sebagai contoh bentuk
pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. Surat Edaran dari Pimpinan Daerah kepada Unit Kerja atas
pemberlakukan kebijakan;

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara
lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan;

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan
undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto
pelaksanaan, dst.

Untuk pencatatan realisasi atas pengkomunikasian kegiatan
pengendalian yang dibangun telah disajikan dalam tabel 22 di atas.

Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai
dari kepala daerah, Kepala PERANGKAT DAERAH (Pejabat Eselon 2,
Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3], Kepala Seksi/Kepala
Subbagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit
Kepatuhan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian
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Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah
dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Pemantauan kejadian risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang
terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah
dilaksanakan.

Untuk pencatatan realisasi atas realisasi pemantauan kegiatan

pengendalian intern yang dibutiuhkan terdapat pada tabel 23 di atas.

Selanjutnya untuk contoh format kertas kerja pemantauan atas

implementasi pengendalian dan kejadian risiko terdapat pada tabel 24 di

bawah ini:
Tabel 24
Contoh Format Pemantauan Pelaksanaan RTP
dan Kejadian Risiko
INama Pemda : Pemerintah Kabupaten ...,
Tuhun Penilalan 8 wnanes
Tujuan Strategis o
iUrusan Pemerintahan : Urusan ......
“Risiko" Kejadian Risiko Renca- lh:lﬂn
na
yang Kode
No -r..md Ket, RTP Pelaksa Pelaksa Ket.
Teriden- | Risiko Terjadi Sebab Dampak inneia || ghacie
_RTP | RTP .
A B C D E F G H | J K
| |
Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom ¢ diisi dengan kode risiko

i 4 & @ 0 @ ¥ ® ¥ B 9

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penvebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom [ diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Kolom h diisi dengan Rencana Tindak Pengendalian yang direncanakan

Kolom I dhiisi dengan tanggal rencana pelaksanaan RTP yang telah disusun
Kolom j diisi dengan tanggal realisasl pelaksanaan RTP

Kolom k diisi dengan keterangan terkait pelaksanaan RTP
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BAB IV
PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko dan
Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko. Penjelasan mengenai bentuk
pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Laporan pelaksanaan penilaian risiko disusun setelah dilakukan
penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah
Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko
operasional Perangkat Daerah. Laporan pelaksanaan risiko dapat berupa
dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian dan dibuat
oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan unit kepatuhan internal.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko memuat:
l. Pendahuluan:
A. Latar Belakang;
B. Dasar Hukum;
C. Maksud dan Tujuan;
D. Ruang Lingkup;
II.  Perbaikan Lingkungan Pengendalian yvang Diharapkan:
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian;
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian;
I1I.  Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian:
A. Penetapan Konteks/Tujuan;
B. Hasil Identifikasi Risiko;
C. Hasil Analisis Risiko;
D. Pengendalian yang sudah dilakukan;
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan;
IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi;
V. Rancangan Pemantauan;
VI.  Penutup;
VII. Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko,
hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

2. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR dilakukan setiap 3 (tiga)
bulan dan setiap 1 (satu) tahun. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko
dikoordinasikan oleh:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah untuk tingkat entitas Pemerintah
Daerah; dan

b. UPR Tingkat Eselon 1l untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan
tingkat operasional Perangkat Daerah.
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Laporan Berkala Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

IL.

11
IV,

V.
VL

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko memuat:

. Pendahuluan:

A. Latar Belakang;

B. Dasar Hukum;

C. Maksud dan Tujuan;

D. Ruang Lingkup;

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah:

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
/1T 1V,

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
[/I1/T/TV;

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan;:

Monitoring Risiko dan RTP,

Penutup;

Lampiran.

Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko

Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal

dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap 1 {satu) tahun dan disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

o0

Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko memuat:

Rencana dan Realisasi Kegiatan;

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan,

Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPE;
Rekomendasi/ Feedback bagi UPR,

Lampiran.




